
KEPUTUSAIT KEPALA XA]YTOR WILAYATI KTMEN"ERIAIY AGAMA
PROVITSI JAWA TIITIUR

NOMOR 2840 TA}IUIT 2AL7
TEI{TAIYG

PEMBERIAIT IZIIT PEITDIRIAN / OPERASIOI{AL
MADRASAII ALIYATI MA'ARIF 02 TULAI(AN KABUPA?EI{ PACITAIT

PROVIIISI JAUIA TINfiUR

DENGAI{ RAHIIIAT TUTIAIT YAITG MAIIA ESA

KEPALA KAN?OR IITILAYAII KTMEIITERIAIIT AGA]TIA PROVTITSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madlasah yang trerrnutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melaiui organisasi berbadan hukum untui:
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasionar
pendidikan;

bl. bahwa masa trerlaku izin operasional/penclirian madrasah
' sebagaimana tercantum daiam Lampiran Keputusal ini teiah

habis;

Mengingat : 1.

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan rzin
pendirianloperasional madrasah berdasarkan Rekomendas'
dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATFI'i
PACITAN Nomor : B. 4885 /Kk.13.01.2/PP.001l1l20'15
Tanggal 18 November 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dir:raksuri
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkair
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan lzi,
Pendirianf Operasional MADRASAH ALIYAH MA'ARiF 02
T'ULAKAN KABUPATEN PACITAN Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistenl
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republi} lndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RepubLlr
Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagairnana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor i9
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (krnbara:-r
Negara Republik Indonesia Tahun 2A15 Nomor 45, Tarnbahar:
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567O);

C.

d.
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4.
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a$6a);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dal Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 i

sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan rian
Penyelenggaraan Pendidikan ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasionai Nomor 24 Tahun 2tl0;
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekola:-r
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengan
Pertama/Madrasah Tsananviyah, dan Sekolah Menenga;r
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun -20.ii
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan cl
Katrupate n I KaLa sebagaimana telah diubah dengan Perar r-r ia :-,

Menteri Pendidikan dan i{eburiayaan Nomor 23 Tahrin 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendiciikat,
Nasional Nomor 15 Tahun 2OlA tentang Standar Pela-r'ana:,
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentans
Penyeienggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana --e,.--

diubah dengan Peraturan Menteri Agama l{omor 66 Tai:-i:.
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten \gan.
Nomor 90 ?ahun '2OL3 tentang Penyelenggaraan Pendid.xar,
Madrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor i j5r
Tahun 2OL4 tentang Petunjuk Teknis Pendirian \ladrasah
Yang Diselenggatakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 5ESi
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangalt --z--:-

Penriirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Peng-{ani-
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasahl

6.



Menetapkan

KBSATU

KEDUA

KETIGA

MtrMUTUSI(AN :

KEPU'TUSAN KBPALA KANTOR WILAYAH KEMtrNTBRIAN AGAN,{A

IENTANG PBMBtrRIAN IZIN PBNDIRIAN / OPERASIO}i,'\L

MADRASAH ALryAH MA'ARIF" 02 TULAKAN KABUPATEN PACiTA.\-

PROVINSI JAWA TIL4UR.

Memberikan per:panjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada rnadrasah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran l-ang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini'

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan peianggaran sesuai dengan ket-entuan peraturan
pemndang-undangan;

Keputusan ini mulai berlaku pacla tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Mei 2AI7

KANTOR WILAYAH
RIAN AGAMA
JAWA TIMUR,

SYA}ISUL BATIRI



1 Nama Madrasah MA'ARIF 02 TULAKAN

2 Nomor Statistik Madrasah 13123501001 1

.)
\-) Alamat Madrasah JL. RAYA NONENG NO.Og

DBSA TULAKAN

KECAMATAN TULAI{AN

KABUPATEN PACITAN

PRI]ViNSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penvelenggara LtrMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH.,MA,

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AI-rU- 1 19.AH. 0 1.0B.TAHUN 20 1 3/

26.IUNI 2013

LAMPIRAN
KtrPUTUSAN KBPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTEzuAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2840 TAHUN 2017
IBNTANG
PtrMBERIAN IZIN PBNDIRIAN 1 OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH MA'ARIF 02 TULAKAN
KABUPATBN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBBRiKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

KANTOR WILAYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,

IrAIHir.T.+4


